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Pemerintah mendesak peningkatan atau penetrasi pembiayaan
melalui perbankan bagi industri hilir guna meningkatkan daya saing
produk asli Indonesia. Penetrasi pembiayaan tersebut diharapkan
mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama ini
industri perbankan, khususnya perbankan BUMN, belum banyak
berkontribusi pada sektor industri hilir (Indef, 2021). 

Guna mewujudkan kemandirian dalam negeri yang betumpu pada
akselerasi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, maka
perbankan diminta untuk turut berperan serta melalui peningkatan
fungsi intermediasinya dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor
industri hilir berbasis sumber daya alam. Peningkatan peran serta
perbankan tersebut diperlukan mengingat masih relatif kecilnya
kontribusi perbankan kepada industri hilir berbasis sumber saya
alam. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit modal kerja dan
investasi perbankan untuk industri pengolahan (termasuk industri
hilir berbasis sumber daya alam) pada tahun 2022 hanya mencapai
Rp1.009,8 triliun. 
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PEMBIAYAAN PERBANKAN BAGI HILIRISASI
SDA HARUS DIAKSELERASI DAN TERFOKUS
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Kontribusi perbankan tersebut disebabkan sektor berbasis sumber daya alam (SDA) yang cenderung pro
cyclical kurang sejalan dengan bisnis bank. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa bank yang
menyatakan eksposurnya terhadap industri hilirisasi, seperti Bank Mandiri dan BCA. Bank Mandiri telah
memberikan berbagai layanan keuangan kepada sektor SDA diantaranya kredit investasi, kredit modal kerja,
bank garansi dan lain-lain. Kemudian, Bank BCA yang bergerak pada hilirisasi industri pertambangan, secara
khusus mendukung berkembangnya ekosistem industri mobil listrik dan energi baru dan terbarukan (EBT).

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan perbankan dalam meningkatkan pembiayaan hilirisasi. Dari sisi
kompetensi, pemahaman perbankan terhadap hilirisasi industri SDA masih terbatas, terutama dalam
pembiayaan smelter. Akibatnya, perbankan memerlukan pihak ketiga untuk melakukan due diligence
kesinambungan dan ketersediaan bahan baku, relevansi teknologi, kesiapan sumberdaya manusia, demand
jangka pendek dan panjang, serta analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Dari sisi pembiayaan,
pembangunan smelter membutuhkan investasi jangka panjang yang besar dan umumnya dalam valuta asing
sehingga bank tidak dapat melakukan pembiayaan sendiri melainkan sindikasi. Selain itu, tingkat return on
investment pada sejumlah output industri hilir dianggap masih lebih rendah dibandingkan industri hulu. Dari
sisi risiko pembiayaan, bank perlu memastikan kelangsungan usaha debitur di tengah tenor investasi dan
kredit yang relatif panjang.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut pemerintah perlu secara konsisten memperkuat koordinasi
dan kolaborasi dengan regulator perbankan dan industri perbankan dalam rangka mengatasi berbagai
hambatan akselerasi pembiayaan perbankan bagi proses hilirisasi SDA di Indonesia. Koordinasi dan kolaborasi
tersebut sebaiknya tidak kepada seluruh bentuk hilirisasi SDA, namun hanya diutamakan dan difokuskan pada
kebutuhan hilirisasi SDA yang paling strategis dan berdaya saing, serta dibutuhkan di pasar dunia. 
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